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Memasuki erareformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada
kenyataan semakin meningkatnya tuntutan .masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak
dapat dihindari bahwasannya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen
pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam
menjaankan pemerintahannya dengan paradigma baru manajemen pemerintahannya Artinya jika selamaini
pemerintahan belum sepenuhnya memperdulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dalam era
baru mangjemen pemerintahan ini menjadi obyek sekaligus subyek manajemen pemerintahan. Di sisi lain,
dengan adanya tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), kembali pemerintah
dituntut untuk mampu menata kembali pola-pola kerja yang dilakukan selamaini. Dengan kata lain, tuntutan
untuk terwujudnya pemerintahan yang baik ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga sinergitas dengan
komponen pemerintahan lainnya, yaitu masyarakat madani dan dunia usaha.

Perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah merubah
Financial Administration menjadi Financial Management. Reformasi tersebut merupakan salah satu wujud
implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang K euangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab K euangan Negara.

Implementasi peraturan perundang-undanganyang dimaksudkan untuk memenuhi agenda reformasi
mangjemen keuangan di bidang kelembagaan (institutional reform) dan manajemen publik (public
management reform), sebagai tindak lanjut atas reformasi di bidang hukum (legal reform).Pengel olaan
APBN sgjak disahkannya paket undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam proses penganggaran
dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005
reformasi pengel olan keuangan negara adalah melaksanakan alokasi anggaran negara secara efektif dan
efisien, antaralain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka
pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework ?
MTEF) serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budget).

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagai mana penerapan prinsip-prinsip good governance
dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang hendak
dicapal dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good
governance terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (kuesioner). Analisis yang dilakukan
bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan dengan
efektivitas pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan, pel aksanaan dan
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pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat
dilaksanakan dan bukan merupakan suatu yang sulit dilaksanakan Saran dalam penelitian ini adalah
mengingat hubungan good governance dengan efektivitas pel aksanaan anggaran masih positif, yang berarti
penerapan good goverment masih dapat bertindak sebagai subyek dalam meningkatkan efektivitas

pel aksanaan anggaran hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus
sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan visi, misi, tujuan dan sasaran
pada Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

<hr><i>When reform erain Indonesia entered, the Central and Regional Governments are faced to its reality
on increased public demands to government performance. Therefore, it is surely that the government shall
carry out changes and enhancement on management of the government. Relevant changes and enhancement
shall realize if the government maintains it with new paradigm of management. It means that the
government currently has not been fully cared on public interests and needs, when entering this new erato
manage government, this shall be the object as well as subject to manage the government.

On other hand, for demands on realization of good governance, the government is demanded to manage its
currently performed working patterns. In other words, the government shall be able to maintain its synergies
to other government entities on the demands to realize a good governance. Performed fundamental changes
by government in order to manage state monetary isto change Financial Administration into Financial
Management. Thisreform is one of realizationsto implement Act Number 7 / 2003 pertaining to State
Monetary and Act Number 1/ 2004 pertaining to State Treasure and Act Number 15/ 2004 pertaining
Examination and Accountability of State Monetary. Implementation of these acts above are to fulfill reform
agenda on financial management at the institutional departments aswell as for public management as a
follow-up to reform on legal affairs.

Since the package of acts above passed, management of APBN (state's Income and Expenditure Budget) has
changed in estimating process which is from planning to implementation. According to Monetary Note and
draft of 2005 APBN, reform on state monetary management is to implement an effective and efficient
state?s budget allocation with applying unified budget, the usage of Medium Term Expenditure Framework
? MTEF) and to applying performance-based budget systems). Formulation of problem of this research that
is how principals applying of good governance in execution of budget in The Ministry of Coordinator of
Economics Affairs.. Target which will be reached from this research is analyse and explain how far the
principal applying of good governance to execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics
affairs.

Used study methodology in this thesis is descriptive-analysis with data gathering techniques by library and
field studies (questionnaire). Performed analysis is qualitative and quantitative. Conclusion of this study is
good governance Principle has a correlation to Budget Performance. To compile, implement, accountable
budget on the Coordinating Minister of Economics Affairs for good governance Principles can be done and
it isnot hard to implement.

Recommendation of this study is considering that correlation between good governance Principle and
budget performance is still positive, which means good governance Principle could act as a subject to
enhance budget performance can surely maintain evaluation in this system continuously and it can give
more contributions on the enhancement of vision, mission, objective of target at theCoordinating Minister of
Economics Affairs.</i>



